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Berdasarkan Pasal 9 UUHC, setiap kegiatan pengumuman ciptaan milik orang
lain wajib memperoleh izin dari pencipta dan melarang orang yang tidak memiliki izin
untuk menggunakan suatu ciptaan secara komersial. Namun pada kenyataannya masih
terjadi pelanggaran hak ekonomi dan hak moral pencipta terhadap lagu atau musik yang
dinyanyikan kembali secara komersial pada konser, sehingga membuat pencipta lagu
mengalami kerugian, baik secara materil maupun immateril.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan ketentuan
perlidungan hak cipta lagu atau musik yang dinyanyikan kembali (cover versions)
secara komersial dan bentuk pelanggaran hak cipta lagu atau musik yang dinyanyikan
kembali dalam praktek.
Penelitiaan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan
hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, buku dan
situs internet yang berhubungan dengan objek penelitian. Pendekatan yuridis empiris
yaitu dengan melakukan penelitian lapangan guna mendapatkan data primer melalui
wawancara dengan responden dan informan penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta lagu atau musik
yang dinyanyikan kembali (cover versions) secara komersial belum berjalan sesuai
dengan maksud Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 83 ayat (4) menyatakan bahwa
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perjanjian lisensi diatur dengan PP.
Tetapi sampai saat ini belum dikeluarkan PP mengenai hal tersebut. Pasal 19 UUHC
menyatakan bahwa hak cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau tidak
dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah penciptanya
meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat dan ketentuan ini
tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara melawan hukum. Di Banda Aceh, masih
didapat penyanyi yang menyanyikan kembali lagu atau musik milik orang lain secara
komersial tanpa meminta izin dari pencipta ataupun ahli warisnya. Pengumuman
ciptaan milik orang lain ini dilakukukan secara langsung ataupun melalui media lainnya
untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, tanpa memperhatikan hak pencipta
yang terkandung dalam setiap ciptaan.
Dalam penelitian ini disarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan PP
mengenai lisensi agar pengguna hak cipta dapat melaksanaan perjanjian lisensi
sebagaimana mestinya. Dan kepada pelaku cover versions yang menggunakan ciptaan
milik orang lain secara komersial untuk memperoleh izin dari pencipta, izin tersebut
dapat diperoleh antara lain melalui mekanisme lisensi dan pembayaran royalti
sebagaimana diatur UUHC dengan tetap memperhatikan hak-hak yang terkandung
dalam suatu ciptaan. Terkait pencipta telah meminggal dunia, penyanyi dapat meminta
izin kepada ahli waris atau lembaga yang diberikan kuasa oleh pencipta untuk
mengelola royalti dari ciptaan tersebut.
